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CATAHU 2024 mencatatkan,

Untuk data umum
/'\ Kekerasan Terhadap
Perempuan (KtP) ada
peningkatan jumlah dari
2023 (401.975), ke 2024
(445.502). Artinya
meningkat 9.77% (43.257
kasus).
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Jumlah yang terus meningkat menunjukkan
makin mendesaknya peningkatan akses
layanan dan dukungan bagi korban kekerasan
di Indonesia.



o:oooo o o >
X XXy 4’ p.d
- e p o ol <
Sementara itu, data khusus angka Kekerasan 0
Berbasis Gender Terhadap Perempuan (KBGtP)
menunjukkan kasus terbanyak tercatat di:
Py J awa Barat . ... . % ... . ...0...... ...'.' ....0.. . ..‘0..'00 . ...o.. . o.... . )

e Jawa Timur :_ ..o..,.-.,..-.','.... .......................

o ® ° °'
° ° o ® © L
L e 1) L] .. 3 .‘. °
«® . e ®
] L ] L] B ] o
=) e ® a o o
" E @ ® o
o a ™ [ i
°® L) ° e ® ° °*®
o ®

e Jawa Tengah St T e 5

@ S U m ate ra U ta. r a g .. ) ‘.',.:0‘:..‘.:0..0.:.:.‘ o.. .. ¥ .....o..‘..'o.:...o..‘..'00:...o.:..:o.:.“o.:..:....‘o..'.‘:... ...o.'
] L a m p u n g _ .. ...o.:.:o ° o. 0. o. .. o.:.' ......o..'.. .....‘0.' ..:‘....0.. ......o..o.‘.........‘ ..:.:...'. ..'

“ | Wilayah Papua menjadi wilayah

yang paling sedikit dalam

mencatatkan jumlah kasus.

Situasi ini mungkin dapat terjadi karena di
Pulau Jawa infrastrukturnya lebih baik dalam
pendokumentasian kasus, lebih terjangkaunya
kanal pengaduan, serta lebih besarnya jumlah
penduduk daripada wilayah Papua.



Juga sangat disayangkan, di tengah semakin tingginya laporan
kasus kekerasan terhadap perempuan, upaya pembentukan
UPTD PPA di seluruh provinsi dan kabupaten/kota hingga
saat ini masih belum optimal. Masih banyak daerah yang
belum memiliki UPTD PPA walaupun ini merupakan amanat
UU TPKS. UPTD PPA yang sudah terbentuk juga layanannya
masih belum maksimal karena minimnya ketersediaan
anggaran serta SDM yang memadai.

Kondisi ini menjadi pengingat bahwa
kita perlu terus mendorong dan
mengawal pembentukan UPTD PPA di
setiap daerah.




AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Lembaga rujukan berbasis
pemerintah yang mendapatkan
respons positif tertinggi meliputi
UPTD PPA DKI Jakarta, UPTD PPA
Kota Depok, dan UPTD PPA Kota
Tangerang Selatan. Jumlah KtP
yang tinggi di ketiga daerah
menunjukkan adanya lembaga
rujukan yang terorganisir secara
efektif.

Hal ini tidak serta merta terjadi
pada daerah lainnya. Masih
terdapat wilayah kabupaten/kota
yang belum memiliki UPTD PPA,
apalagi pada wilayah terpencil
yang sulit aksesnya. Selain itu
masih terdapat keterbatasan dari
pemerintah daerah dalam
penanganan kasus kekerasan
terhadap perempuan, mulai dari
minimnya anggaran hingga
hambatan geografis.
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Sebagai contoh, UPTD PPA Gresik mengalami
kesulitan dalam menangani kasus di Pulau Bawean
karena sulitnya akses antar pulau yang membuat
pendampingan korban bergantung pada
ketersediaan akses menjangkau pulau tersebut.

~ waerwriter and Jomnt BooKun,

g « ndbupaien Gresik, epau
4w wawean. Kasus kekerasan seksual, khususnya perkawinan anak, masih ba,

2rjadi di Pulau Bawean. Namun demikian, petugas UPTD PPA menyampaikan bat
iereka tidak bisa sewaktu-waktu mengakses Pulau Bawean karena keterbata:

lat transportasi untuk menyeberang ke wilayah tersebut. Perjalanan dari kota Gre
1enuju Pulau Bawean memakan waktu selama

*nggunakan kapal feri, dan tiga jam dengan kap
ilau Bawean hanya tersedia empat kali dalam se
ibtu, dan Minggu pada pagi hingga siang hari.
kerasan seksual terjadi di luar jadwal tersedian

2lakukan Penjangkauan dengan cepat. Hal ini di
u informan sebagai berikut:

minggu yaitu pada Selasa, Kar
Oleh karena itu, apabila lapo

i

.. Terkait juga dengan
Bawean, beberapa kasus
akhirnya kami menjangka
Bawean kami butuh wakt
Kabupaten Gresik)

layanan pendampingan psikologi di
yang tidak bisa terlaporkan ke kami

u ke rumah rumah. Ketika kami ke x
u dua hari.., (Perempuan, UPTD PPA




Menjelang tiga tahun berlakunya UU TPKS,
pembentukan dan pemantapan tugas dan fungsi
UPTD PPA seharusnya telah dilakukan di tiap
tingkat pemerintah daerah, sebagaimana telah
ditegaskan dalam UU TPKS. Selain itu, perlu
penguatan layanan di UPTD PPA yang sudah
terbentuk.

Hal ini tidak terlepas dari perlunya komitmen
serius pemerintah pusat dan pemerintah daerah
untuk secara konkrit mengupayakan memadainya
pengalokasian anggaran, penyediaan sumber
daya manusia, dan penyediaan infrastruktur
pendukung pada UPTD PPA yang betul-betul
dapat menguatkan pelaksanaan tugas dan fungsi
UPTD PPA.

Pembentukan dan penguatan UPTD PPA
perlu untuk terus dikawal bersama-sama
oleh seluruh elemen masyarakat.
Mari kita suarakan bersamal!
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